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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 944 TAHUN 201(
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwasistem pengendalian intern terhadap penyelenggqraaerintahal
merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dilakaa oleh pemerinte
termasuk pemerintah daerah sehingga pr-prinsip tata kelole
pemerintahan yang baikgood governance) dalam penyeleggaraar
pemerintahan dapat terpeni

b. bahwa sejalan dengan hal ters: dan dalam rangka menindaklanijt
ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor BOnT2008 tentan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengatetasih lanjut mengen:
sistem pengendalian intern pemerintahtetapkan oleh \&likota melalui
Peraturan Walikota dengarmengac kepada Peraturan Pemerin
dimaksud

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&krd huruf a da
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Wea Bandung tentan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LingkunBamerintah Kot
Bandung

Mengingat : 1. Undan-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Kota

Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Baian Daeral
Istimewa Yogyakaa,
2.Undang..



. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispte;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara,
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberamh&legara;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtieraturan

Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembkanteDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigastedengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kaths Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentamgb®&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung denigabhupaten Daerah
Tingkat 1l Bandung;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfPan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®ein Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangbd&gian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan BaPBravinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggr@asi Perangkat

Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentastgr®iPengendalian

Intern Pemerintah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@@8ang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah;

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@ahg Urusan

Pemerintahan Kota Bandung;

15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 188farig Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

16.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 280&rig Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

17.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 28@8&rig Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

18. Peraturan...



Menetapkan

18.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 280&rig Rencana

Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) KotduBgnTahun
2009-2014;

19.Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 20@¢atg Tata Cara

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersaejaytisan Walikota,

dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG SIEM
PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Inspektorat Kota Bandung yang selanjutnya disindkapektorat adalah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yantptggung jawab
langsung kepada Walikota.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagisi SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Petabrifota Bandung.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangrattegda tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oiepiman dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atasgaimnya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisieeandalan pelaporan
keuangan, pengamanan barang milik daerah negar&kedaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang sétegmjudisingkat SPIP,
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diseleng@arasecara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

9. Pengawasan...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatiity eaviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadapelpnggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka membeikegakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesngadeolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untekektingan pimpinan

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkathiazbagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam IsstBemerintah yang

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian ataslkggkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran InstaneriR&h.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipanlukntuk mengatasi
risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan pdasedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telddkshnakan secara
efektif.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapgtinakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggdug@ms dan fungsi

Instansi Pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan ataumasi dengan
menggunakan simbol atau lambang tertentu baik @daagsung maupun

tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik

Pemantauan pengendalian intern adalah proses ipangdtas mutu kinerja
sistem pengendalian intern dan proses yang menapeki&yakinan bahwa

temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditind@kia

Audit adalah proses identifikasi masalah, anald#s) evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesibardasarkan standar
audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kretibj efektivitas,

efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaanstulga fungsi Instansi

Pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu iakay untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksemaesuai dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yangdithpkan.

19.Evaluasi...



19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkail htau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau ny@mggatelah ditetapkan,
dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi rkelsdan atau

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan sugfam atau kegiatan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai papengendalian intern
bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daeratard rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dantabkl sesuai

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Penyelenggaraan SPIP di Kota Bandung bertujuarkuntu
a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapasfsietivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan petaean daerah;
b. keandalan pelaporan keuangan;
c. pengamanan barang milik daerah; dan

d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaran SPIP meliputi :

a. Pemahaman dan penyamaan persepsi (sosialisasi) & rangka
memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peréang&rIP bagi
seluruh aparat di lingkungan Pemerintah Daerahndadanyelenggaraan
pemerintahan;

b. Pemetaan diagnostic assesment) untuk memberikan gambaran secara
mendalam mengenai kondisi penerapan SPIP padaulselsKPD di

lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur-unBliP Sebagai dasar
yang diperlukan dalam penerapan SPIP dalam perggdeaman
pemerintahan pada seluruh SKPD di lingkungan PenaériDaerah;

d. Internalisasi...



(1)

(2)
3)

(4)

(1)

(@)

3)

Internalisasi infrastruktur unsur-unsur SPIP yaetpht dibangun pada
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dgb@myelenggaraan
pemerintahan;

Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur-&f#dP dalam
penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh SKPD imfykungan

Pemerintah Daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

Walikota bertanggung jawab atas efektivitas pemgdaraan SPIP di

Daerah.
Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Selg@&@aerah.

Setiap Kepala SKPD bertanggungjawab atas efelgivipgnyelenggaraan
SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIRg&mana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan:

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dagsi f6KPD di
lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitesiangan
daearah; dan

b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

Dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan  SPiIPlingkungan

Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Sdatugas (Satgas).

Satgas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepeagdina
penyelenggaraan SPIP, dalam mempersiapkan pengel@agn SPIP di

lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimakdachdPasal 3.

Pembentukan, Susunan dan Uraian Tugas Satgas &P ldbih lanjut

dengan Keputusan Walikota.

BAB V...



BAB V
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) SPIP terdiri atas unsur:
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e

. pemantauan pengendalian intern.

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud padél pglaksanakan
secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan dikdimgan Pemerintah

Daerah.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 7

Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memeliharaklimgjan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif npenerapan SPIP dalam
lingkungan kerjanya, melalui:

penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

a.

b

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dekejartuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yaniy tepa

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehatngemambinaan
sumber daya manusia;

g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan

h. hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungaméintah Daerah

dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal...



Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimaneakiud dalam Pasal 7

huruf a, paling kurang dilakukan dengan:

a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan peaegaksiplin
pegawai;

b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perdakudisiplin pada
setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintaleiaa;

c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas pgugmgan terhadap
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhatlapnaperilaku dan
disiplin;

d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanyavengr atau
pengabaian pengendalian intern; dan

e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat rmagdeerilaku tidak

etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimakaiadhdPasal 7 huruf b,

paling kurang dilakukan dengan:

a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dikan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masesigi glalam SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah,;

b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugagud@si pada masing-
masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintabr@h;

c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan unerkbantu pegawai
mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekagjaadan

d. memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah deyang memiliki
kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang Idalam

pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksuanddtasal 7 huruf c,

paling kurang ditunjukkan dengan:

a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan

b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyRencana
Strategis (Renstra) sesuai Rencana PembangunarkaJdvignengah
Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Kerja Tahunan yaaggacu
kepada Renstra dan menerapkan Standar Pelayanamad\i{sPM) bagi
SKPD yang telah ditetapkan aturan SPM oleh PenagriRtisat;

c. mendukung...



(1)

@)

mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIPg yawliputi

pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajenfermasi,

pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasannbaik maupun
ekstern;

melindungi atas barang milik daerah dan informaari dakses dan
penggunaan yang tidak sah;

melakukan interaksi secara intensif dengan pejpbdta tingkatan yang
lebih rendah; dan

merespon secara positif terhadap pelaporan yangaibter dengan

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 11

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengabutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, phlirgng dilakukan

dengan:

a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD;

b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawamdKPD,;

c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelapotam dalam
SKPD;

d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodikadaph struktur
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkutigéegss; dan

e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutamak upbsisi

pimpinan.

Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksdd ayat (1)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tsg@gaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, paling kurang sdakkan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat selrgan tingkat
tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuareftdgah Daerah;
pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksimmdhuruf a
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yamgilkdib terkait
dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Daetan

pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksalammdhuruf b
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tangguwadp jeerkait

dengan penerapan SPIP.

Pasal...
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Pasal 13

(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehatdem@ambinaan
sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalaal Pakuruf f
meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatih@ajapatan dan dalam
jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatam|aipa prestasi

pegawai, disiplin pegawai , sistem pengajian dank@hentian pegawai;

(2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehatndem@mbinaan
sumber daya manusia sebagaimana pada ayat (IRsatiEkan dengan
memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut
a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerinekamtnen pegawai

sampai dengan pemberhentian pegawai;
b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam egros
penerimaan/rekrutmen; dan

c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

(3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan suiapar manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaturan

perundang- undangan.
Pasal 14

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana ldioth dalam Pasal 7

huruf g, paling kurang berwujud :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaataeniaan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaragyast dan fungsi
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efgi&8v manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi WeluBKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolay@lenggaraan tugas

dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan PemerintabrBia.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungame@rintah Daerah
dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimanmkdiud dalam Pasal 7
huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saljingntar SKPD terkait,
yaitu mencocokan data yang saling terkait dari @ajdatau lebih SKPD

dan/atau instansi pemerintah yang berbeda.

Bagian...



(1)

(@)

3)

1)

)

3)
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Bagian Ketiga
Penilaian Risiko
Pasal 16

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajikelakukan

penilaian risiko.

Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksada ayat (1),
pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah nagiein:

a. tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedonsaa peraturan

perundang-undangan.

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayaeidiyi atas:
a. identifikasi risiko; dan

b. analisis risiko.

Pasal 17

Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebama® dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a memuat pernyatasn adahan yang
spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, damikét waktu, dalam

mendukung dan sesuai dengan tujuan PemerintatalDaer

Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebama® dimaksud
pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada selpedpwali.

Untuk mencapai tujuan SKPD di lingkungan PemerintBlaerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan kistRemerintah
menetapkan:

a. strategi operasional yang konsisten; dan

b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana paniteiko.

Pasal 18

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaitharaksud dalam Pasal

16 ayat (2) huruf b sekurang- kurangnya dilakukamgan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

a.

berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis S#iPDngkungan
Pemerintah Daerah yang mendukung dan sesuai déumjgan Pemerintah
Daerah;

saling melengkapi, saling menunjang, dan tidakemangan satu dengan
lainnya;

c.relevan...
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relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD di lingin Pemerintah
Daerah;

mengandung unsur kriteria pengukuran;

didukung sumber daya dari SKPD di lingkungan Pemtehi Daerah yang
cukup; dan

melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam prosestapannya.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pagaayat (3) huruf a,

paling kurang dilaksanakan dengan:

a.

1)

(@)

1)

(@)

menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuaneRetah Daerah,
tujuan SKDP, dan tujuan pada tingkatan kegiataaradcomprehensif;
menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengasko dari
faktor eksternal dan faktor internal; dan

menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasahyid (3) huruf b
dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risikongyatelah

diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemdririd@aerah dan tujuan
SKPD..

Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian rdal@menentukan

tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 21

Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatangpndalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugasfdngsi SKPD yang
bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaidimaksud pada ayat

(1), paling kurang memiliki karakteristik sebagarikut:

a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatarkpeK&D;

b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan ppsakaian risiko;

c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengifat khusus
SKPD;

d. kebijakan...



d.

e.

f.

13

kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secardisert

prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakesuas yang
ditetapkan secara tertulis; dan

kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratuukumbemastikan
bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfusgserti yang

diharapkan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksdal ggat (1) terdiri atas:

a. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;

b.

o0 «Q

pembinaan sumber daya manusia,

c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.
e
f

pengendalian fisik atas barang milik daerabh;

. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran jeiner
. pemisahan fungsi;
. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas trairdak kejadian;

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatadax
dokumentasi yang baik atas sistem pengendaliamirsierta transaksi

dan kejadian penting.

Pasal 22

Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud d#&asal 21 ayat (3)

huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinemngah tolok ukur kinerja

yang ditetapkan.

Pasal 23

(1) Setiap Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Cragrajib melakukan

(2)

pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimdktam Pasal 21

ayat (3) huruf b yang dikoordinasikan melalui Ba#tapegawaian Daerah

Kota Bandung.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia aetEn

dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD di lingkunBamerintah Daerah

harus sekurang-kurangnya:

a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, damastgi Pemerintah

Kota Bandung kepada pegawai;

b..membuat...
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b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumapemuhnusia di
lingkungan SKPD masing-masing yang mendukung penaapvisi dan

misi Pemerintah Daerah; dan

c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, programdidikan dan
pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program &esepan dan
fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai,esisipenilaian kinerja,

serta rencana pengembangan Karir.

Pasal 24

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem miafgr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf ¢ dilakukatuk memastikan

akurasi dan kelengkapan informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem niafgir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian umum; dan

b. pengendalian aplikasi.

Pasal 25

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasajat (2) huruf a

terdiri atas:

a.

b
Cc
d.
e
f

pengamanan sistem informasi;

pengendalian atas akses;

pengendalian atas pengembangan dan perubahan kegriimgk aplikasi;
pengendalian atas perangkat lunak sistem;

pemisahan tugas; dan

kontinuitas pelayanan.

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimakdach dRasal 25 huruf a,

paling kurang mencakup :

a.
b.

pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yamygrehensif;
pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkgram
pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mengioya;
penetapan organisasi untuk mengimplementasikamsngelola program

pengamanan;

d. penguraian...
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penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;

implementasi kebijakan yang efektif atas sumberadmanusia terkait
dengan program pengamanan; dan

pemantauan efektivitas program pengamanan dan ukalakperubahan

program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud Eatah25 huruf b, paling

kurang mencakup:

a.

klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkapentingan dan
sensitivitasnya,

identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasesk® informasi secara
formal,

pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk cegah dan mendeteksi
akses yang tidak diotorisasi; dan

pemantauan atas akses ke sistem informasi, inasstégas pelanggaran,

serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan kmrdogak aplikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢, pgaliragng mencakup:

a.
b.

otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasindadifikasi program;
pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkak ang baru dan yang
dimutakhirkan; dan

penetapan prosedur untuk memastikan terselenggamengendalian atas

kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagadimaaksud dalam Pasal

25 huruf d, paling kurang mencakup:

a.

pembatasan akses ke perangkat lunak sistem bekdiaganggung jawab
pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

pengendalian dan pemantauan atas akses dan peagguerangkat lunak
sistem; dan

pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhpdegngkat lunak

sistem.

Pasal...
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Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasat2%®, paling kurang
mencakup:
a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan ganetapan kebijakan
untuk memisahkan tugas tersebut;
b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaasgbhamitugas; dan
c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunarosedur,
supervisi, dan reviu.
Pasal 31

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalssal R& huruf f, paling

kurang mencakup:

a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikas sumber daya
pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kigtmssgnsitif;

b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi pot&esisakan dan
terhentinya operasi komputer;

c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komgifeh@muk
mengatasi kejadian tidak terduga; dan

d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mendeagmdian tidak

terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalaal P4 ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

a. pengendalian otorisasi;

b. pengendalian kelengkapan;

c. pengendalian akurasi; dan
d.

pengendalian terhadap keandalan pemrosesaiil edata.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dadaal B2 huruf a, paling
kurang mencakup:
a. pengendalian terhadap dokumen sumber;

pengesahan atas dokumen sumber;

b
c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
d

penggunaanfile induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa

seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34...
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Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud da#mal 32 huruf b

sekurang-kurangnya mencakup:

a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yeal tiotorisasi ke
dalam komputer; dan

b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikai@hgkapan data.

Pasal 35

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalaal ®ashuruf c paling

kurang mencakup:

a. penggunaan desain entri data untuk mendukung aldatss

b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikats gang salah;

C. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikéam yhng salah dengan
segera; dan

d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankanask dan validitas

data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan fitardata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, paling kurang caleurp:

a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hangeapralarfile data
versi terkini digunakan selama pemrosesan,;

b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk veerfikasi bahwa
versifile komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

C. penggunaan program yang memiliki prosedur untukgeeekinternal file
header labels sebelum pemrosesan; dan

d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubflesecara bersamaan.

Pasal 37

(1) Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendaliak &ifas barang milik

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayatr(8)d.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas baranigk rdaerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SK&ib wenetapkan,
mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepeldeut pegawai:
a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur peragen fisik; dan

b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal...
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Pasal 38

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajdnetapkan dan
mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimamaaisud dalam Pasal
21 ayat (3) huruf e.

Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator gengukuran

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpiGKPD di

lingkungan Pemerintah Daerah harus:

a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik &&tetapan dan
keandalan ukuran dan indikator kinerja;

c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinergay d

d. membandingkan secara terus-menerus data capaiamjakidengan
sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianadikik lanjut.

Pasal 39

Pimpinan SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi gaib@ana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimarakslich pada ayat
(1), pimpinan SKPD harus menjamin bahwa selurulelaspama transaksi

atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) gran

Pasal 40

Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas trasisdan kejadian

yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasala2 13yhuruf g.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan lajadiebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menetap dan
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisagpadee seluruh

pegawai.

Pasal 41

Pimpinan SKPD wajib melakukan pencatatan yang aldaa tepat waktu
atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksaith dRasal 21 ayat (3)
huruf h.

(2). Dalam...
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Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepkiuvwsebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD perlu merpbéangkan:

a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan denganttelpa dicatat segera;
dan

b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakdam seluruh siklus

transaksi atau kejadian.

Pasal 42

Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atas sumbera ddgn
pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasgh2{3a huruf i dan
menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya damcafatannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) jauruf

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumbex dag
pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat KRD Swajib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang bergvelaanmelakukan

reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber diaasygoencatatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SK&b wenugaskan
pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpsunaber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugisaabut secara

berkala.
Pasal 43

Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasig yaaik atas
sistem pengendalian intern serta transaksi dan diega penting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)f kwru

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang beblgaimana dimaksud
pada ayat (1) pimpinan SKPD wajib memiliki, mendglonemelihara, dan
secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang rkepceluruh sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadiatinge

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

Pimpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, daengkomunikasikan

informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal...
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Pasal 45

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksudnd&asal 44 wajib

diselenggarakan secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif galmaana dimaksud

pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah hagkisrang-kurangnya:

a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk damanasa
komunikasi; dan

b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistermiasi secara

terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 46

Pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan SPIP.

Pemantauan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayatildk¥anakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisiam tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dateal 46 ayat (2)

diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rgtipervisi, pembandingan,

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dajastaksanaan tugas.

(1)

(@)

3)

Pasal 48

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam P48alayat (2)
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revian gengujian efektivitas
SPIP.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat peag@n intern

pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunadtaftar uji
pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam pitam yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratyalikota ini.

Pasal 49...
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Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revianga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaitandiaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hagidamdeviu lainnya yang

ditetapkan.

BAB VI
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SisteemgBndalian Intern

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dagsi funstansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan nedarg;

b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dgsi BIKPD
Pasal 51

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Bésahuruf a
dilakukan oleh APIP.

(2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakugagawasan intern
melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pasal 52

(1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayad#&lgtainspektorat:

(2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluagdiatkn dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuaa gerpngkat daerah
yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan B&aejah.

Pasal...
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Pasal 53

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayauf®f a, terdiri atas:
a. audit kinerja; dan

b. audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (Xufha merupakan
audit atas pengelolaan keuangan negara dan petaksaingas dan fungsi
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdas aspek kehematan,

efisiensi, dan efektivitas.

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksde pyat (1) huruf b
mencakup audit yang tidak termasuk dalam auditrjgneebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintabr&h dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawlasayang telah

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor

Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaindimaksud pada
ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelatugrogram sertifikasi.

Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikagbagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansijearjabatan fungsional

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimakislain Pasal 54
ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib diatadéh pejabat yang
dimaksud.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diso&h organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yanetagkan

pemerintah.

Pasal 56
Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakafPARisusun standar
audit.

Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasay&4 (1) wajib
melaksanakan audit sesuai dengan standar audigasetzna dimaksud

pada ayat (1).

(3) Standar...
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Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayatguguii oleh organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yategamgkan oleh

pemerintah.

Pasal 57

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP waibboat laporan
hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pim@@xPD di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diawasi.

Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimams&slichpada ayat (1),
Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar ré&po hasil
pengawasan kepada Walikota sesuai dengan kewenalagamanggung

jawabnya.

Pasal 58

Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkdilaksanakan

telaahan sejawat.

Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksudagatdl) disusun

oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 59

APIP dalam melaksanakan tugasnya harus indeperaaeolyekitif.

Pasal 60

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangamepntah daerah sebelum

disampaikan Walikota kepada Badan Pemeriksa Kemanga

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Pasal 61

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dima&isud Pasal 49

ayat (2) huruf b meliputi:

a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

b. sosialisasi SPIP;

c. pendidikan dan pelatihan SPIP;

d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi pesygharaan
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengendrargpan pembinaan
jabatan fungsional di bidang audit.

(2) Pembinaan...
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(2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimpkdsadayat (1)
dilakukan oleh BPKP.

(3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penysdeman SPIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanaleh BPKP,
dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasamtara Pemerintah
Daerah dengan BPKP.

(4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelat#satg pembimbingan dan
konsultansi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Pataé lain setelah

berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang yang belum diatur dalam Peraturan Mgt ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan SPIP ditetapkan lahjbt oleh Keputusan
Walikota.

Pasal 63
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangg@ahdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypelagngan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita &aKiota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 49



